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TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Banjarbaru menjadi Badan
Layanan Umum Daerah, perlu pengaturan tariff
terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksankan
oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru;

bahwa pengaturan Tarif sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dimaksudkan untuk memenuhi
sistem pembiayaan yang memadai serta untuk
meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanan
kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Banjarbaru sehingga derajat kesehatan
masyarakat semakin meningkat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang
Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum DaerahKota
Banjarbaru;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



10.

L1,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036):

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun
1997 tentang Penetapan Pola tarif Rumah Sakit
Pemerintah;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Badan
Layanan Umum;

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 38 Tahun
2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2011 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJARBARU.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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1S.

Daerah adalah Kota Banjarbaru.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
.Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang selanjutnya disingkat RSUD

Banjarbaru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.

. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru.
.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjarbaru yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang

dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga
lainnya pada RSUD Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada seseorang
dalam observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, pemulihan kesehatan,
dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

.Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa
menginap di rumah sakit.

. Pelayanan Rawat Sechari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di rumah sakit kurang
dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus
diberikan secepatnua untuk mencegah atau menaggulangi resiko kematian
atau cacat (life saving).

Intermediate Care adalah ruang perawatan bagi pasien yang membutuhkan
observasi lebih lanjut pada kasus trauma dengan kegawatan beresiko tinggi
dan mengancam kehidupan.

Rawat Inap pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Kota Banjarbaru
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.

High Care Unit adalah unit pelayanan bagi pasien dengan kondisi respirasi,
haemodinamik dan kesadaran yang stabil yang masih memerlukan
pengobatan, perawatan, observasi secara ketat.

Tindakan Medik Non Pembedahan adalah tindakan kepada pasien tanpa
pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.

Tindakan Medik Pembedahan adalah tindakan pembedahan kepada pasien
yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal.






